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Abstrak 

Tujuan dari penelitian inihadalah untuk mengatahui penatausahan keuangan belanja gaji Aparatur Sipil 

NegarahBadanhPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala. Denganh menggunakanhmetode 

perspektifhpendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data melalui wawacara langsung. Dari 

hasilhanalisishbahwahsistem penatausahan keuangan belanja gaji padahBadanhPengelolaanhKeuangan danhAset 

Daerah Kabupaten Donggalahsesuai dengan pedomanhPermendagri. No. 55 Tahun 2008. Pembukuan terhadap 

SP2D LShuntukhpembayaran Gaji danhTunjanganhdilakukan pada saat bendahara pengeluaran menerimahSP2D LS 

Gaji dari BendaharahUmumhDaerah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Donggala. Setelah menerima SPMhBendaharahPengeluaranbkemudianbmelakukan pengisianbdi Buku Kas Umum 

(BKU)bpada kolom penerimaan, secara bersamaanbmelakukan pencatatan pada kolom pengeluaran sehingga 

tanggal penerimaan dan pengeluaransama. Proses penatausahaan keuangan belanjabgaji danbtunjanganbpada Badan 

Pengelolaan Keuangan danbAsetbDaerah KabupatenbDonggalabtelahbmenggunakan aplikasibSIMDA secara 

terintegritas, maka hal inibmenunjukan bbahwa bPenatausahaan bkeuangan belajabgaji lebih akurat dan valid. 

 

Kata Kunci: Penatausahaan; Keuangan; Belanja Gaji 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to find out the financial management of salary expenditures for the State Civil 

Apparatus, the Regional Financial and Asset Management Agency of Donggala Regency. By using a qualitative 

approach perspective method. The method of collecting data is through direct interviews. From the results of the 

analysis, it is clear that the financial management system for salary expenditures, while the Regional Financial and 

Asset Management Agency of Dongga Regency is in accordance with the guidelines of the Minister of Home Affairs. 

No. 55 of 2008. Bookkeeping of SP2D LS for payment of Salaries and Allowances is carried out when the 

expenditure treasurer receives the SP2D LS Salary from the Regional General Treasurer through the Head of the 

Regional Financial and Asset Management Agency of Donggala Regency. After receiving the Expenditure 

Treasurer's SPMh b then filling in the General Cash Book (BKU) b in the receipt column, simultaneously b making 

recordings in the expenditure column so that the date of receipt and disbursement is the same. The process of 

administering the financial expenditures of salaries and allowances at the Financial Management Agency and the 

Regional Assets of the District of Donggalab has used the SIMDA application with integrity, so this shows that the 

financial administration of salary expenditures is more accurate and valid. 

 

Keywords: Administration; Finance; Salary Shopping 
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PENDAHULUAN 

Gajir merupakan rhal ryang penting bagi rpegawai, hal rlain yang juga tidak dapat dipisahkan dari 

gaji adalah rtunjangan, dan tunjanganrdiberikan rdengan rtujuan motivasirkepadarpegawairdalam 

melakukanrpekerjaan (1).rPresentaserbelanja gaji yangrbanyakrdalamr rbelanja Badan Pengelolaanr 

Keuanganr dan Aset Daerah KabupatenrDonggalar dan rpentingnya tunjangan rbagi rpegawai 

rdibutuhkan sistem dan prosedur yang rtepat rdalam proses pengelolaannya. **r 

Badan PengelolaanrKeuangan dan AsetrDaerah KabupatenrDonggala merupakanrSatuan Kerja 

Pengelola KeuanganrDaerah (SKPKD) yang dalam pelaksanaan penatausahaannya berpedoman padar 

PeraturanrMenteri Dalam Negeri Nomor 55rTahun 2008 tentang rTata Cara Penatausahaanrdan 

Penyusunan rLaporan PertanggungjawabanrBendahara serta Penyampaiannya (2).rTertuang rdalam 

petunjuk teknis dikatakan bahwa alur rbelanja gaji dimulair dari rbendahara rpengeluaran menerima 

SuratrPerintah rPencairan Dana Langsungr (SP2D LS) Gaji, runtuk belanja yang dilkukan, kemudian 

melakukan proses pengisian rBuku rKas rUmum (BKU) di kolom penerimaan, setelahr itu rBendahara 

pengeluaran rselanjutnya rmelakukan proses Pengisianr BKU di kolom rpengeluaran. Tanggal serta 

jumlahryangrharus dicatat sama denganrtanggalrjuga jumlah yang dicatatrpada kolomrpenerimaan, 

kemudian Bendahararpengeluaran melakukan proses pengisian rbuku rpembantu rincianrobyek belanjar 

dan Hasilr akhir dari proses ini adalah rBKU danr BukurPembantu BKU yangrsudahrter update.   

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif untuk 

mendeskripsikan data yang diteliti serta menejelaskan data ataupun kejadian dengan kalimat penjelasan 

secara kualitatif (3). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu merupakan 

penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek penelitian. 

 

HASIL  

Analisis Belanja Gaji 

             Analisis ini didasarkan pada data realisasi belanja pegawai mengenai gaji dan tunjangan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala tahun 2018 sampai dengan tahun 

2020. Selanjutnya data mengenai realisasi belanja pegawai tersebut, kemudian dipresentasikan 

berdasarkan gaji dan tunjangan. Sebagaimana pada Tabel berikut: 

 

Tabel 1. Komponen Belanja Pegawai Gaji Pokok dan Tunjangan BPKAD Kabupaten Donggala Tahun 

2018 – 2020 

Komponen 
Besaran Alokasi (%) Rata-rata 

(%) 2018 2019 2020 

Gaji pokok 77,02 79,31 79,23 78,52 

Tunjangan 22,98 20,69 20,77 21,48 

Total 100 100 100 100 

Sumber: BPKAD Kabupaten Donggala Tahun 2021 

 

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukan bahwa komponen belanja pegawai dari 

tahunc2018csampai dengan tahun 2020crata-ratacalokasicbelanja pegawaickomponen tunjangan 

mencapai 21,48% daric total gaji.cSedangkan tunjangan tertinggicberada pada tahun 2018 yaitu sebesar 

22,98%, pada tahun 2019 mengalami penurunan alokasi tunjangan yaitu 20,69%, beberapa pendapat 

mengatakan bahwa tunjangan kinerja yang diberikan dalam bentuk jobygrading sebenarnya tidakywajar, 

sebabyaspek yang dinilai bukan kinerjaymelainkan tingkat jabatanydalamyarti yperan, tanggung jawab 

danyrisiko suatu jabatan.yJikaypadaysuatu organisasi telah menerapkanysistem manajemen kinerja 

(performanceymanagementysystem) atau PMS, maka perubahan mengenaiycapaian kinerja 

tidakymerubah ytunjangan yjabatan padaysetiap ygrade. Undang-Undang No.5 Tahuny 2014 ymengenai 

Aparatur Sipil Negaray (ASN) menyebutkan bahwa penyusunan sistem ypenggajian PNS harus dibentuky 

atas ydasar prinsip fiskal kehati-hatian, ydimana keakuratanykebijakan pemerintahydalam mengawasi 

keseimbangan antara ketersediaan fiskal dengan struktur gaji berdasarkan prestasi yangylayakyuntuk 
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mempengaruhi keberlanjutan fiskal negara dimana pada saat yang samayharus mempertahankan 

ketenanganykinerja pegawai. 

               

Analisis Penatausahaan Belanja Gaji 

Setiap penatausahaangtentunya menghasilkan dokumen gyang digunakan sebagai buktigdalam 

pencatatan transaksi melaluigprosesgakuntansigyang meliputi semua belanjagterhadapg bebang Anggaran 

Pendapatang dan gBelanja gDaerah (APBD). Proses penatausahaangyanggbaik yaitu penatausahaan 

yanggberpedomangpada Peraturan Menteri gDalam gNegeri gNomor 55 Tahung 2008 (2).gg 

Sebeluml melakukanlanalisis terhadap penatausahaan gajilASNlpada Badan Pengelolaan 

Keuangan, dan Aset Daerah lKabupaten lDonggala, maka perlu diketahui sistem lpengajuan lpembayaran, 

melalui lbendahara lpengeluaran. Sistem ini terdiri dari: 1) Penerbitanl SPP-LS lBelanja Pegawai, 2) 

Penerbitanl SPM-LS lBelanja Pegawai, 3) Penerbitanl SP2D, 4) Pencairanl SP2D. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkanl dari lBadan Pengelolaan Keuanganl dan Aset Daerah 

Kabupaten Donggala danlwawancara terkait penatausahaanlkeuangan belanja gaji, dapat menjelaskan 

bahwa proses penatausahaan keuanganlsepenuhnya menjadi tanggungjawab lbendahara, dan PPK Badan 

PengelolaanlKeuanganldanlAset Daerah KabupatenlDonggala.lDimana bendahara terdiri 

darildualbagianlyaitu bendahara penerimaan ldan lbendahara lpengeluaran. 

 

Pembukuan Belanja Gaji 

Tugasc dari cbendahara cpengeluaran Badan cPengelolaan cKeuangan cdan Aset Daerah 

KabupatencDonggalacadalah mengajukanc suratc permintaanc pembayaran Uang Persediaan (UP), Ganti 

Uang (GU)cdancTambahcUang (TU), pembukuan cpenerimaan SP2D UP / GU / TU / LS, ckemudian 

pembukuan mengenai penggunaancuang cpersediaan, uang panjar,c danc tambahc uang. Sedangkan 

dokumenc yang cdigunakan yaitu csalinan SPD, drafcsuratcpernyataancpengguna anggaran,cSP2D, 

buktictransaksi,claporan pertanggungjawabancpenggunaan UP atau TU, 

sertacdokumencpelengkapclainnya. Dicatat padacbuku kascumum (BKU) dan buku cpembantu. cAdapun 

rentetan kegiatannya berdasarkanc hasil cwawancara langsung cdengan cbendahara epengeluaran pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan AseteDaeraheKabupateneDonggala yaitu dengan emengajukan 

SuratePermintan PembayaraneLangsung (SPP-LS),emisalnya mengenaiebelanjaegaji, tunjangan, 

honorium, einsentif emaupun terkait belanja pegawai, esetelah emenerima SPM yang 

bersangkutanekemudian melakukan pengisian epada Buku Kas Umum (BKU) di 

kolomepenerimaanesecaraebersamaan melakukanepencatatan pada ekolom pengeluaran sehingga tanggal 

penerimaan dan epengeluarane serta ejumlah besarannya juga esama, padaeprosesepembayaran 

yangebersangkutanemenggunkan buku pembantu untuk menghindari kemungkinan terjadic ckesalahan, 

setelah itu cdibuat pelaporan. 

Padaf fdasarnya fpenatausahaan bendahara fpengeluaran yaituf setelah disahkan anggaranfSKPD 

yang tertuang dalam fDPA SKPD, fselanjutnya merupakan pelaksanaan programf kerja fSKPD fyang 

merujuk padafRKAf(Rencana Kerja Anggaran). Sebagaimana penerbitan SPD (Surat fPenyediaan fDana) 

yang dilakukan olehf BUDf (Bendahara fUmum Daerah), Pertama-tamaf hal yang fdilakukan bendaharaf 

pengeluaran fadalah mengajuka SPPfkepada fpengguna fanggaran flewat PejabatfPenatausahaan 

Keuanganf(PPK) pada BadanfPengelolaan fKeuangan fdan AsetfDaerah fKabupatenfDonggala.  

Apabilaf SPP tersebut ftelah diverifikasi dan fmendapat fdiotorisasi dari fKepala Badan 

Pengelolaan fKeuangan fdan fAset DaerahwKabupatenwDonggala, tahapan selanjutnyawadalah 

penerbitan Surat Perintah wMembayar (SPM) dari Kepala Badan PengelolaanwKeuangan dan Aset 

Daerah KabupatenwDonggala. SPM yang sudah ditandatangani, selanjutnya diajukan kepada 

BendaharawUmum Daerah. Dokumen pencairanwdana dari BUD berupa SP2Dwyangwdiserahkan 

kepada bendahara pengeluaran wuntuk kemudian membiayaiwbelanja atas kegiatan dan program kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset wDaerah Kabupaten Donggala wtermasukw belanja gaji. Yang 

menjadi tugaswsertawkewenangan bendahara pengeluaran dalam hal ini adalahwpengajuan SPP juga 

peneriman SP2D. Selainwitu bendahara pengeluarn juga membuat register untukwsetiap SPP yang 

diajukan, SPM, serta SP2D wyang telah diterima.ww 



 
 

 

Abdul Latif                                                                                                                                                 10 | P a g e  
 

Jurnal Kolaboratif Sains  
ISSN 2623-2022 

Artikel 2 
Volume 5 Nomor 1 Januari 2022 

  
Bendaharac pengeluaranc pada Badan PengelolaancKeuangan dan cAset Daerah Kabupaten 

Donggala dalam rangka melaksanakan cbelanja cterlebih dahulu mengajukan SPP. cBerupacSPP cUP, 

SPP GU, SPP TUc dan cSPP LS. Dalam PeraturancMendagri Nomor 55 Tahun 2008, SPP yang diajukan, 

harus diverifikasi oleh PPK,cnamuncdalam penerapannya, terkadang bendahara Pengeluaran pada 

BadancPengelolaan cKeuangan dan Aset DaerahcKabupatencDonggala dalam mengajukan SPP 

cmengabaikan verifikasi tersebut.cc 

 

PEMBAHASAN 

Merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (4). Di 

dalam pertimbangannya disebutkan bahwa derni mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, maka perlu 

membentuk ASN untuk lebih profesional, integritas, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari 

praktek KKN, sekaligus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu 

menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Disebutkan juga bahwa 

penyusunan sistem penggajian PNS harus dibentuk atas dasar prinsip fiskal kehati-hatian, dimana 

ketajaman pemerintah dalam mengawasi keseimbangan antara ketersediaan fiskal dan struktur gaji 

berdasarkan prestasi yang layak mempengaruhi keberlanjutan fiskal negara dan pada saat yang sama 

mempertahankan ketenangan kinerja staf (4). C 

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tersebut di atas, yang menyebutkan prinsip fiskal 

kehati-hatian di dalam sistem penggajian pegawai, hal ini tentunya berkaitan dengan pengambilan 

kebijakan yang tepat dalam menentukan gaji pegawai. Sedangkan untuk memutuskan sebuah kebijakan 

dibutuhkan informasi atau data yang valido didalam pengabilan keputusan. 

Informasi data yang valid mengenai belaja gaji didapatkan dari sistem penatausahan belanja gaji 

yang baik yaitu penatausahaan yang berpedoman pada Peraturan Mendagrih Nomor 55 tahun 2008. Yang 

menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan 

keuangan daerahh kepada pemerintah daerah, antara lain berupah pemberian pedoman (5).  

Dalam pedoman Peraturan Mendagri Nomor 55 tahun 2008, bendahara pengeluaran SKPD 

mengajukan Surat Permintan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Berdasarkan hal 

tersebut bendahara melakukan penyusunan dokumen SPP LS gaji dan tunjangan. Selain membuat SPP LS 

gaji dan tunjangan, Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP tersebut, SPM dan SP2D 

yang sudah diterima oleh bendahara. Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan 

dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS Gaji dari Bendahara Umum Daerah atau 

Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Donggala. Setelah menerima SPM Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan pengisian 

pada Buku Kas Umum (BKU) pada kolom penerimaan, secara bersamaan melakukan pencatatan pada 

kolom pengeluaran sehingga tanggal penerimaan dan pengeluaran serta jumlah besarannya juga sama, 

pada proses pembayaran yang bersangkutan menggunkan buku pembantu untuk menghindari 

kemungkinan terjadi kesalahan, setelah itu dibuat pelaporan. Proses penatausahaan keuangan belanja gaji 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala telah bekerja menggunakan 

aplikasi SIMDA secara terintegritas, maka hal ini menunjukan bahwa Penatausahaan Keuangan Belanja 

Gaji Aparatur Sipil Negara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala sudah 

efektif.cc 

  

KESIMPULAN 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penatausahan keuangan belanja gaji pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Kemudian dari hasil analisis bahwa pembukuan SP2D-LS 

mengenai pembayaran Gaji dan Tunjangan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D-LS 

Gaji dari Bendahara Umum Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Donggala. Selanjutnya SPM diterima Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan pengisian 

di Buku Kas Umum (BKU) pada kolom penerimaan, secara bersamaan melakukan pencatatan pada kolom 

pengeluaran sehingga tanggal penerimaan dan pengeluaran sama. 
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SARAN 

 Rekomendasi saran kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Donggala menekankan pengawasan agar penerapan sistem dan prosedur yang berkaitan dengan 

penatausahaan belanja, lebih efektif lagi, khususnya belanja gaji pegawai. 
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